
 

HASIL HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH 

 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

riset dan inovasi daerah merupakan upaya terstruktur dalam sistem 

yang pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing 

dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi 

perekonomian masyarakat,  serta untuk mendukung kinerja pemerintah 

daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pediman 

bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi 

inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang 

mungkin ditimbulkan selain itu dalam rangka memberikan payung hukum 

agar riset dan inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara tersencana, 

terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai riset dan 

inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, 

maka perlu kebijakan mengenai riset dan inovasi daerah. 

 

 

B. DASAR HUKUM 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang              Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 



 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah                     (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015                    Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018                   tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); 

C. SUBSTANSI 

    

Rancangan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi 

Daerah  terdiri dari XI Bab dan 68 Pasal meliputi: 

1. BAB I : Ketentuan Umum; 

2. BAB II : Inovasi Daerah; 
3. BAB III : Kerja Sama 

4. BAB IV : Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual 

5. BAB V : Penilaian dan Penghargaan; 
6. BAB VI : Desiminasi; 
7. BAB VII : Pembinaan dan Pengawasan; 

8. BAB VIII : Sistem Informasi; 

9. BAB IX  : Sanksi; 
10. BAB X : Pendanaan; 

11. BAB XI : Ketentuan Penutup. 
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